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Abstract
This study aims to analyze the influence of audit opinions,
audit findings, and regional characteristics on the
timeliness of local government financial reports in
Sumatra in 2021. This research uses a quantitative
approach. Sampling method using Purposive based on
predetermined criteria and produced sample 90 local
governments in Sumatra in 2021. Multiple regression
analysis was employed to test the hypothesis. The results
shows that audit opinions and local government measures
have negative effect on LKPD timeliness, while the
findings audit and the age of the local government have no
effect on the timeliness of LKPD.
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PENDAHULUAN
Laporan keuangan yang terpenting pada akuntansi sektor publik untuk mewujudkan

transparansi dan akuntabilitas sektor publik sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan
yang berlaku (Utami & Sulardi, 2019). Laporan keuangan pemerintah daerah dijadikan
informasi umum dalam melihat posisi keuangan suatu pemerintah daerah, dikarenakan akan
sulit untuk melihat kinerja keuangan suatu pemerintah daerah jika menggunakan laporan
keuangan daerah lain yang memiliki perbedaan (Payne & Jensen, 2002). Karakteristik
kualitatif merupakan karakteristik yang wajib dipenuhi dalam laporan keuangan pemerintah
daerah agar informasi yang ada sesuai tujuan yang dapat dipenuhi (PP Nomor 71 Tahun
2010). Kriteria utama yang dapat dijadikan tolak ukur dalam evaluasi suatu laporan keuangan
adalah berupa ketepatan waktu, keandalan, dan keterbandingan (Iyoha, 2012).

Ketepatan waktu menjadi indikator penting dan utama dalam memenuhi karakteristik
kualitatif relevan pada laporan keuangan karena dapat menentukan tingkat relevansi
informasi (Daoud et al., 2014). Ketepatan waktu merupakan suatu informasi yang diperoleh
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siap dimanfaatkan dan memiliki kapasitas yang masih tersedia untuk digunakan dalam
pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan makna oleh pengguna laporan
keuangan (Toding & Wirakusuma, 2013). Semakin cepat LKPD audited diberikan, maka
laporan keuangan akan semakin bermanfaat untuk pengguna untuk bisa mengambil
keputusan yang lebih tepat dan lebih baik (Arifa et al., 2022; Ramadhani & Halmawati, 2023).
Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan kepala daerah wajib
menyampaikan LKPD paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan
dilanjutkan dengan waktu pemeriksaan BPK paling lama 2 bulan sesuai Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004. Sehingga diperlukan waktu paling lama 5 setelah berakhirnya tahun
anggaran sampai menyelesaikan LKPD audited.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada pemerintah daerah membuktikan masih ada
pemerintah daerah di Indonesia tidak tepat waktu dalam menyampaikan LKPD kepada BPK.
Laporan keuangan yang telah diaudit diserahkan kepada pemerintah daerah untuk
dipublikasikan dan digunakan bagi pengguna laporan (Ibadin et al., 2012). Ketidaktepatan
waktu LKPD tersebut terjadi salah satunya pada pemerintah daerah yang ada di Sumatera.
Pada tahun 2017 Semester I untuk pemeriksaan LKPD tahun 2016, BPK melakukan
pemeriksaan sebanyak 537 LKPD dari 542 LKPD yang wajib diperiksa, hal itu terjadi karena
adanya lima pemerintah daerah yang terlambat, diantaranya Kabupaten Aceh Tenggara, Pidie
Jaya, Aceh Singkil, Pidie, dan Kota Lhokseumawe (bpk.go.id/news). Pada tahun 2018 untuk
pemeriksaan LKPD tahun 2017 terdapat pemerintah kota di Sumatera yang terlambat
menyerahkan LKPD kepada BPK yaitu Kota Pekanbaru dimana LKPD diserahkan tanggal 9
April 2018 yang seharusnya batas paling lambat tanggal 31 Maret 2018 untuk dilakukan
pemeriksaan oleh BPK (riau.bpk.go.id).

Ketepatan waktu dalam informasi yang diperoleh dapat membantu dalam
pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan (Taufik & Bandi, 2015). Ketika
terjadi keterlambatan dalam laporan keuangan maka akan menyebabkan kehilangan makna
atau nilai sehingga dapat menyebabkan kesalahan pada keputusan yang diambil (Toding &
Wirakusuma, 2013). Menurut Mclelland & Giroux (2000) dampak yang akan terjadi akibat
keterlambatan pada laporan keuangan berupa timbulnya informasi asimetri, dapat
meningkatkan terjadinya risiko, dan kemampuan dalam menggambarkan peluang berkurang.
Keterlambatan LKPD pada IHPS Semester I mengakibatkan pemeriksaan dilanjutkan pada
IHPS Semester II, yang menyebabkan LKPD audited terlambat.

Masalah ketepatan waktu erat kaitanya dengan teori keagenan (agency theory) (Dewi
& Pamudji, 2013). Teori keagenan menjelaskan hubungan kesepakatan antara dua pihak yang
terjadi antara prinsipal dengan agen yang memiliki tugas mengatur dan melakukan
pengelolaan terhadap sumber daya yang telah diberikan prinsipal kepada agen (Jensen &
Meckling, 1976). Hubungan tersebut berupa masyarakat disebut prinsipal dan pemerintah
daerah disebut sebagai agen, hubungan kedua pihak terjadi melalui DPR yang bertugas
membuat kontrak berupa Undang-Undang untuk pedoman bagi pemerintah dalam
menjalankan tugas sebagai agen (Azahari & Sulardi, 2021). Pada permasalahan ini
pemerintah daerah bertugas untuk menyusun LKPD sebagai pertanggungjawaban agen
kepada prinsipal yang digunakan untuk menilai kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah terhadap keuangan negara, sehingga dapat mengurangi konflik yang akan terjadi
disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah daerah (Taufik
& Bandi, 2015).

Opini audit adalah pendapat yang menjelaskan tentang verifikasi kebenaran semua
data yang terdapat pada laporan keuangan (Arifa et al., 2022). Opini audit WTP (unqualified
opinion) menandakan adanya indikasi kabar baik terhadap laporan keuangan yang seharusnya
dapat dilaporkan lebih cepat (Mclelland & Giroux, 2000). Sedangkan opini audit WDP
(qualified opinion) menandakan adanya kabar buruk yang menyebakan perlambatan laporan
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keuangan (Daoud et al., 2014). Penelitian Arifa et al. (2022); Azahari & Sulardi (2021);
Cagle et al. (2014); Dewi & Pamudji (2013) menyatakan opini audit berpengaruh positif
terhadap ketepatan waktu LKPD, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Muladi (2014)
yang menyatakan opini audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu laporan
keuangan.

Temuan audit adalah hal yang ditemukan mengenai ketidakwajaran yang ada pada
LKPD terhadap pelanggaran Undang-Undang dan pengendalian internal yang berlaku
(Azahari & Sulardi, 2021). Penelitian Rachmawati (2016) menunjukkan temuan audit
berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu LKPD, penelitian sejalan dengan Azahari &
Sulardi (2021) dan Cagle et al. (2014), semakin banyak temuan audit menyebabkan semakin
tidak tepat waktu LKPD.

Variabel yang diproksikan sebagai karakteristik daerah adalah ukuran pemerintah
daerah dan umur pemerintah daerah. Variabel Ukuran pemerintah daerah adalah deskripsi
besar kecilnya dari sebuah daerah yang dapat dilihat dari berbagai hal, diantaranya
pendapatan daerah, jumlah SKPD, total aset (Azahari & Sulardi, 2021). Penelitian oleh Arifa
et al. (2022) memberi hasil ukuran pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap
ketepatan waktu LKPD, penelitian tersebut tidak sejalan dengan Azahari & Sulardi (2021);
Efobi & Okougbo (2014) menyatakan ukuran pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap
ketepatan waktu laporan keuangan. Umur pemerintah daerah adalah usia pemerintah daerah
yang didasarkan pada tahun pembentukan setiap pemerintah daerah sesuai Undang-Undang
(Taufik & Bandi, 2015). Berdasarkan penelitian Arifa et al. (2022) dan Taufik & Bandi (2015)
menyatakan umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu LKPD
yang sejalan dengan penelitian Efobi & Okougbo (2014).

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena hasil dari penelitian dapat menyatakan
faktor apa saja berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah.
Penelitian ini dilakukan juga disebabkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
penelitian ini menyatakan hasil yang berbeda terhadap pengaruh dari masing-masing variabel.
Berdasarkan yang sudah dijelaskan ketepatan waktu LKPD merupakan indikator utama dan
penting supaya bisa memberikan tingkat relevansi pada LKPD dan dapat membantu
pengguna mengambil keputusan secara tepat. Hubungan keagenan antara pemerintah sebagai
agen dengan masyarakat sebagai prinsipal juga mengharuskan untuk menyajikan LKPD
dengan tepat waktu sebagai pertanggungjawaban terhadap kontrak yang telah disepakati.

Urgensi dilakukan penelitian ini dikarenakan ketepatan waktu merupakan karakteristik
penting yang harus ada dalam LKPD agar informasi yang ada dapat berguna dengan baik bagi
pengguna hal tersebut juga dinyatakan dalam kerangka konseptual GASB maupun FASB yang
menyatakan bahwa laporan keuangan yang bermanfaat harus diterbitkan secara tepat waktu untuk bisa
digunakan dalam mengambil keputusan (Seyam et al., 2016). Peraturan yang berlaku mengenai
ketepatan waktu LKPD ternyata masih ada beberapa pemerintah daerah yang masih bermasalah dalam
ketepatan waktu LKPD terbukti dari terlambatnya tanggal LHP BPK atas LKPD dikarenakan
terlambatnya pemerintah daerah dalam menyampaikan LKPD kepada BPK.

Hubungan keagenan antara pemerintah sebagai agen dengan masyarakat sebagai prinsipal
juga mengharuskan untuk menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu sebagai bentuk
pertanggungjawaban terhadap kontrak yang telah disepakati. Dengan adanya penelitian ini, dapat
berguna bagi pembaca untuk bisa melakukan evaluasi terhadap faktor yang mempengaruhi ketepatan
waktu LKPD sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dengan
menyajikan LKPD secara tepat waktu.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan sebelumnya diantaranya, memiliki
perbedaan objek dalam penelitian, penelitian ini menggunakan laporan keuangan pemerintah
daerah Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Sumatera. Alasan dalam memilih objek penelitian
LKPD di Pulau Sumatera karena Pulau Sumatera memiliki pemerintah daerah
Kabupaten/Kota yang paling banyak daripada pulau lainnya yang ada di Indonesia. Selain itu,
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pada fenomena mengenai LKPD yang tidak tepat waktu terjadi pada beberapa pemerintah
daerah Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Sumatera. Keterbaruan penelitian ini dengan
sebelumnya yaitu data yang digunakan berupa data LKPD terbaru yaitu tahun 2021 supaya
dapat menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang terbaru. Karakteristik daerah
yang diproksikan dengan ukuran pemerintah daerah dan umur pemerintah daerah juga
menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya. Umur pemerintah daerah ditambahkan
sebagai variabel independen yang diduga mempengaruhi ketepatan waktu LKPD.

Dengan uraian diatas maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh
opini audit, temuan audit, dan karakteristik daerah yang diproksikan dengan ukuran
pemerintah daerah dan umur pemerintah daerah terhadap ketepatan waktu laporan keuangan
pemerintah daerah di Sumatera tahun 2021. Dengan adanya penelitian ini, dapat berguna bagi
pembaca untuk bisa melakukan evaluasi terhadap faktor yang mempengaruhi ketepatan
waktu LKPD sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku
dengan menyajikan LKPD secara tepat waktu.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS
Teori Keagenan

Teori keagenan didefinisikan sebagai teori berkaitan dengan hubungan tentang
kesepakatan yang terjadi antara prinsipal dengan agen dalam mengatur dan melakukan
pengelolaan terhadap sumber daya yang telah diberikan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976).
Teori keagenan mengacu kepada hubungan yang terjadi antara pemilik dengan pihak lain
yang akan melakukan pengambilan keputusan (Ha et al., 2018).

Dalam pemerintah daerah, hubungan keagenan yang terjadi adalah kesepakatan antara
masyarakat disebut prinsipal dan pemerintah daerah disebut agen, hubungan kedua pihak
menjadikan DPR sebagai perantara yang bertugas membuat kontrak berupa Undang-Undang
sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sebagai agen (Azahari & Sulardi, 2021).
Penyusunan LKPD dijadikan sebagai bentuk tanggungjawab oleh agen yaitu pemerintah
kepada masyarakat sebagai prinsipal, hal ini berguna untuk menilai pengelolaan keuangan
negara yang dilakukan pemerintah daerah, sehingga dapat mengurangi konflik yang akan
terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah daerah
(Taufik & Bandi, 2015).

LKPD yang disusun harus memenuhi karakter yang relevan agar dapat dijadikan tolak
ukur untuk mengambil keputusan oleh prinsipal. Salah satu karakter relevan yang harus
dipenuhi adalah dengan adanya ketepatan waktu pada laporan keuangan (Ha et al., 2018).
Teori ini mensyaratkan untuk dapat menyusun LKPD dan memberikan informasi yang
diperlukan dengan tepat waktu sebagai solusi untuk mengurangi permasalahan yang terjadi
dan mengurangi konflik antara prinsipal dan agen (Azahari & Sulardi, 2021).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan keuangan menurut PP No 71 Tahun 2010 didefinisikan sebagai laporan

terstruktur mengenai posisi keuangan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan. Dalam sektor publik laporan keuangan sangat penting karena dijadikan sebagai
bentuk kepatuhan pemerintah terhadap aturan yang berlaku untuk memberikan transparansi
dan akuntabilitas dari organisasi sektor publik (Utami & Sulardi, 2019). Dalam menyusun
dan menyajikan LKPD harus didasarkan pada ketentuan akuntansi yang berlaku atau sesuai
dengan standar yang telah dibuat pemerintah yang biasa disebut dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (Azahari & Sulardi, 2021).
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Ketepatan Waktu
Ketepatan waktu dalam laporan keuangan didefinisikan dari informasi yang ada

diperoleh dengan tepat waktu untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat
karena informasi yang terlambat akan kehilangan makna atau nilai jika diperoleh secara
tidak tepat waktu (Toding & Wirakusuma, 2013). Informasi yang diperoleh yang tidak
terlambat akan bermanfaat bagi pengguna untuk menentukan keputusan (Taufik & Bandi,
2015). Sehingga ketepatan waktu menjadi salah satu indikator penting guna untuk bisa
memenuhi karakteristik kualitatif berupa peningkatan tingkat relevansi dari laporan keuangan
(Daoud et al., 2014). Keterlambatan pada laporan keuangan akan menimbulkan informasi
asimetris, dapat menaikkan tingkat risiko yang akan terjadi, dan kurangnya kemampuan
dalam menggambarkan peluang manfaat untuk pengguna informasi (Mclelland & Giroux,
2000). Dalam pemerintah daerah keterlambatan penyampaian LKPD kepada BPK
menyebakan terjadinya keterlambatan juga pada LKPD yang telah diaudit oleh BPK, dan
terjadi penundaan penyerahan IHPS kepada DPR (Azahari & Sulardi, 2021).

Opini Audit
Opini audit adalah pernyataan profesional oleh auditor terhadap laporan keuangan

mengenai kewajaran informasi keuangan yang tercantum sesuai dengan peraturan yang
berlaku dan Standar Akuntansi Pemerintahan (Azahari & Sulardi, 2021). Opini audit juga
diartikan sebagai pendapat yang memverifikasi benar atau tidaknya semua informasi yang
ada pada laporan keuangan (Arifa et al., 2022). Berdasarkan SPAP ada lima tingkatan opini
audit sedangkan berdasarkan SPKN yang digunakan BPK dalam memeriksa LKPD ada 4
berupa Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), Tidak Wajar, Wajar Dengan Pengecualian
(WDP), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Temuan Audit
Temuan audit adalah hal-hal yang ditemukan oleh BPK dalam laporan keuangan

mengenai ketidakwajaran, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, serta
pelanggaran terhadap pengendalian internal yang dilakukan (Azahari & Sulardi, 2021).
Temuan audit dapat diartikan sebagai temuan berupa permasalahan pada laporan keuangan
pada saat melakukan pemeriksaan di lapangan. Jumlah permasalahan yang ditemukan
berpengaruh terhadap rentang waktu dalam menyelesaikan laporan audit (Muladi, 2014).
Selain itu juga meningkatkan terjadinya risiko terhadap pengendalian internal dan prosedur
dalam melaksanakan audit (Rachmawati, 2016).

Karakteristik Daerah
Karakteristik daerah merupakan karakteristik khusus pada masing-masing pemerintah

daerah sebagai pembeda dengan daerah lainnya, dan yang menandakan adanya suatu
pemerintah daerah (Utami & Sulardi, 2019). Dalam penelitian ini karakteristik daerah
diproksikan menjadi dua bagian yaitu ukuran pemerintah daerah dan umur pemerintah daerah.

Ukuran pemerintah daerah dapat diproksikan dari berbagai hal, seperti total asset,
jumlah SKPD, pendapatan daerah, dan lainnya. Satuan ukuran pemerintah daerah sesuai
dengan satuan pada indikator yang diproksikan sebagai ukuran pemerintah daerah, semakin
besar satuan jenis ukuran maka semakin besar ukuran pemerintah daerah tersebut (Azahari &
Sulardi, 2021). Ukuran pemerintah daerah juga dapat diukur dari besarnya sumber daya
tersedia pada pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah yang lebih besar akan memerlukan
aturan dan acuan yang lebih banyak dibandingkan pemerintah yang lebih kecil.

Umur pemerintah daerah menunjukkan lamanya pemerintah daerah sudah dibentuk
berdasarkan tahun pembentukan sesuai Undang-Undang (Arifa et al., 2022). Entitas yang
telah lama dibentuk dianggap dapat memiliki kinerja yang bagus yang dapat meyakinkan
pengguna terhadap informasi yang tersedia (Astuti, 2007).



122

Pengaruh opini audit terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah
Opini audit merupakan pendapat BPK mengenai kewajaran terhadap informasi yang

terdapat pada LKPD, hasil akhir diberikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
berupa kesesuaian dengan Undang-Undang, pengungkapan penuh, dan efektivitas
pengendalian internal (Azahari & Sulardi, 2021). Menurut Mclelland & Giroux (2000) Opini
WTP yang diindikasi adanya kabar bagus pada laporan keuangan dinyatakan seharusnya
dapat melaporkan lebih cepat. Sedangkan menurut (Daoud et al., 2014) opini audit WDP atau
selain WTP menandakan adanya kabar buruk yang membuat perlambatan pada LKPD.
Pernyataan ini sama dengan hasil penelitian Azahari & Sulardi (2021) dan Dewi & Pamudji
(2013). Dalam penelitian tersebut menunujukkan opini audit memiliki pengaruh positif
terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Pemerintah daerah dengan opini audit WTP
menandakan adanya pengelolaan keuangan dan sistem pengendalian internal yang bagus,
sehingga lebih cepat dalam menyelesaikan LKPD. Hasil ini juga sejalan dengan Arifa et al.
(2022) dan Saputra & Ariani (2018) bahwa opini audit memiliki pengaruh positif terhadap
ketepatan waktu laporan keuangan.

Masalah yang sering terjadi dalam hubungan agen prinsipal pada pemerintah daerah
disebabkan adanya perbedaan kepentingan sehingga adanya perbedaan informasi yang terjadi
sebenarnya dengan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah dalam
menyelesaikan LKPD memiliki rentang waktu, semakin cepat waktu dalam menyelesaikan
laporan keuangan, maka akan semakin cepat juga BPK dalam melakukan pemeriksaan serta
mempercepat diperolehnya LKPD audited. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti memiliki
dugaan sementara yaitu :
H1 : Opini Audit berpengaruh Positif terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.

Pengaruh temuan audit terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah
daerah

Permasalahan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan BPK disebut sebagai temuan
audit yang berasal dari adanya pelanggaran dan penyimpangan terhadap Undang-Undang dan
pengendalian internal yang ada. Banyaknya temuan audit pada LKPD tahun sebelumnya
dianggap akan memperlambat LKPD tahun berikutnya karena diduga pemerintah akan
memperbaiki dari rekomendasi terhadap temuan audit sehingga dapat menyebabkan LKPD
disajikan terlambat.

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Azahari & Sulardi (2021). Penelitian tersebut
mendapatkan hasil temuan audit memiliki pengaruh negatif terhadap ketepatan waktu laporan
keuangan pemerintah daerah. Semakin banyak temuan audit, maka semakin tidak tepat waktu
dalam menyajikan LKPD, dan sebaliknya semakin sedikit temuan audit, maka LKPD akan
semakin tepat waktu. Hasil penelitian lain sama dengan Cohen & Leventis (2013) dan
Rachmawati (2016), dalam penelitian dinyatakan auditee dan auditor akan lebih sering dalam
berdiskusi ketika ditemukan permasalahan mengandung materialitas. Semakin banyak
temuan audit maka akan semakin lama waktu untuk melakukan komunikasi dan berdiskusi
mengenai permasalahan yang bersifat material sehingga semakin tidak tepat waktu dalam
menyajikan laporan keuangan. Pemerintah daerah dengan temuan audit yang banyak akan
melakukan upaya untuk tidak munculnya temuan audit pada laporan keuangan selanjutnya
yang menyebabkan semakin lama waktu untuk menyusun LKPD.

Teori keagenan menyatakan agen akan menyembunyikan informasi sebenarnya terjadi
dan tidak melaporkan kepada prinsipal sehingga ditemukan pelanggaran dalam laporan
keuangan yang diberikan. Melalui upaya agar laporan keuangan tahun berikutnya tidak lagi
ditemukan permasalahan maka pemerintah akan lebih teliti yang membuat bertambahnya
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waktu laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti memiliki dugaan
sementara yaitu :
H2 : Temuan Audit berpengaruh negatif terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap ketepatan waktu laporan keuangan
pemerintah daerah

Ukuran pemerintah daerah dapat diproksikan dengan berbagai hal, pada penelitian ini
diproksikan dengan jumlah SKPD pada suatu pemerintah daerah. Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 menyatakan SKPD adalah entitas akuntansi yang wajib untuk menyusun dan
melakukan penyajian laporan keuangan. Dalam penelitian yang dilakukan Efobi & Okougbo
(2014) menyatakan ukuran suatu entitas memiliki pengaruh negatif terhadap ketepatan waktu
laporan keuangan. Ukuran pemerintah daerah yang lebih besar akan memiliki sumber daya
yang lebih banyak untuk meningkatkan kualitas dari kinerja dalam pengelolaan keuangan.
Tindakan tersebut dianggap mampu untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan, tetapi
yang terjadi sebenarnya akan memperlambat penyusunan laporan keuangan karena dapat
mengurangi waktu yang dihabiskan disebabkan banyaknya sumber daya yang harus
melakukan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tuntutan dari
pihak yang berkaitan akan semakin besar seiring besarnya suatu entitas yang mengakibatkan
keterlambatan laporan keuangan.

Azahari & Sulardi (2021) dalam penelitiannya menyatakan semakin banyak jumlah
SKPD pada suatu pemerintah daerah maka semakin tidak tepat waktu dalam menyajikan
LKPD, dan sebaliknya semakin sedikit SKPD pada pemerintah daerah semakin tepat waktu
dalam menyajikan LKPD. Teori keagenan menjelaskan bahwa penyusunan LKPD dijadikan
sebagai bentuk tanggungjawab oleh agen yaitu pemerintah kepada masyarakat sebagai
prinsipal, hal ini berguna untuk menilai pengelolaan keuangan negara yang dilakukan
pemerintah daerah. Sehingga ukuran pemerintah daerah pada penelitian ini diukur dari
jumlah SKPD setiap pemerintah daerah dimana semakin besar ukuran pemerintah daerah
dilihat dari banyaknya jumlah SKPD maka semakin banyak SKPD yang harus membuat
laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan sehingga akan semakin lama waktu yang
digunakan untuk menyusun LKPD. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti memiliki dugaan
sementara yaitu :
H3 : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap Ketepatan Waktu Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh umur pemerintah daerah terhadap ketepatan waktu laporan keuangan
pemerintah daerah

Umur suatu pemerintah daerah dapat dilihat dari tahun pembentukan daerah dari
Undang-Undang yang mengaturnya. Astuti (2007) menyampaikan umur suatu entitas
berpengaruh terhadap kredibilitas pandangan dari masyarakat. Semakin lama suatu entitas
dibentuk dapat dianggap sudah mempunyai kinerja bagus yang dapat meyakinkan masyarakat
kepada entitas. Selain itu, semakin lama menunjukkan kemampuan untuk bertahan dan
mempertahankan posisi kinerja yang baik. Efobi & Okougbo (2014) menyatakan umur suatu
entitas berengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Pernyataan tersebut
sesuai pada sektor pemerintahan, pada penelitian Taufik & Bandi (2015).

Hasil penelitian menyatakan bahwa umur pemerintah daerah memiliki pengaruh
positif terhadap ketepatan waktu penyampaian LKPD. Semakin lama atau tua umur
pemerintah daerah maka pengalaman yang telah dilalui pemerintah daerah semakin banyak
yang akan membuat kesadaran pentingnya dalam melakukan pengelolaan keuangan dengan
LKPD yang tepat waktu.
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Penelitian Azahari & Sulardi (2021) juga sejalan yang menyatakan usia pemerintah
daerah berpengaruh positif atas ketepatan waktu. Teori keagenan digunakan untuk dapat
mengurangi permasalahan dalam hubungan prinsipal dan agen. Kontrak yang telah disepakati
dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Pemerintah daerah yang lebih tua
bagus dalam kesiapan dan berpengalaman dalam menyajikan LKPD berdasarkan standar
akuntansi yang berlaku. Selain itu, semakin lama usia pemerintah daerah maka dapat
menunjukkan dirinya dapat berkembang yang mampu menyiapkan segala bentuk informasi
dan data yang diperlukan secara cepat. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti memiliki
dugaan sementara yaitu :
H4 : Umur Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode asosiatif kausal.

Populasi adalah Pemerintah Daerah di Sumatera tahun 2021 dengan teknik dalam memilih
sampel berupa metode purposive sampling sesuai kriteria yang ditentukan, dalam hal ini
sampel pada penelitian ini sejumlah 90 pemerintah daerah di Sumatera. Dalam penelitian ini
metode dalam mengumpulkan data yang digunakan adalah dokumentasi dan jenis data berupa
data sekunder bersumber dari LHP LKPD Kabupaten/Kota di Sumatera Tahun 2020 dan
2021, IHPS Tahun 2021 Semester I, dan menggunakan sumber dari
https://peraturan.bpk.go.id/ untuk melihat Undang-Undang Pembentukan pemerintah daerah
yang dijadikan sampel.

Definisi dan Pengukuran Variabel
Pada penelitian ini variabel independen, diantaranya opini audit, temuan audit, ukuran

pemerintah daerah, dan umur pemerintah daerah. Opini audit diukur dengan menggunakan
skoring yaitu opini TMP skor 1, tidak wajar skor 2, WDP skor 3 dan WTP skor 4. Temuan
audit diukur dari jumlah temuan audit oleh BPK terhadap LKPD yang dilihat dari LHP
LKPD. Ukuran pemerintah daerah diukur dari jumlah SKPD masing-masing pemerintah
daerah yang dilihat dari LHP LKPD. Umur pemerintah daerah didasarkan menurut tahun
pada Undang-Undang pembentukan pemerintah daerah. Variabel dependen yaitu ketepatan
waktu LKPD diukur dari jumlah pada hari dari berakhirnya tahun fiskal 2021 sampai dengan
tanggal LHP LKPD 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

https://peraturan.bpk.go.id/
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Dari tabel diatas diketahui jumlah data yang berhasil diolah sebanyak 90 data. Untuk
variabel dependen yaitu ketepatan waktu LKPD nilai standar deviasi 6,910 dan rata-rata
137,28. Nilai minimum dari variabel ini yaitu 104 dan nilai maksimum sebesar 157. Variabel
independen diantaranya, opini audit hasil statistik deskriptif diperoleh standar deviasi 0,329
dan rata-rata opini audit 3,88, nilai minimum sebesar 3, nilai tertinggi 4. Temuan audit
dengan standar deviasi sebesar 4,522 dengan rata-rata 12,84, Nilai terkecil 6 dan nilai
terbesar 25. Ukuran pemerintah daerah dengan standar deviasi 9,023, rata-rata 43,61, nilai
minimum 22 dan nilai maksimum 67. Umur pemerintah daerah memiliki standar deviasi
23,553, rata-rata 39,39, nilai terkecil 9 dan nilai maksimum 65.

Uji Model
Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Nilai Adjusted R Square pada tabel sebesar 0,108, dapat disimpulkan kemampuan
opini audit, temuan audit, ukuran pemerintah daerah, dan umur pemerintah daerah sebagai
variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu ketepatan waktu LKPD
sebesar 0,108 atau 10,8%. Untuk sisanya yaitu 89,2% dipengaruhi oleh variabel atau faktor
lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.
Uji Regresi Simultan (Uji F)

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Simultan

Berdasarkan hasil analisis uji F pada tabel diatas, maka nilai F dari output SPSS
sebesar 2,569 dengan nilai sig. 0,044. Dari uji F < 0,05 disimpulkan yaitu opini audit, temuan
audit, ukuran pemerintah daerah, dan umur pemerintah daerah sebagai variabel dependen
secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu LKPD
sebagai variabel dependen.
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Uji Parsial (Uji t)
Tabel 4

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4 diatas dapat dilihat untuk opini audit memiliki nilai sig. 0,018 dengan nilai
koefisien β dari opini audit bernilai negatif yaitu – 5,255 dan nilai thitung sebesar -2,420 dengan
ttabel sebesar 1,98827. Nilai sig. 0,018 < probabilitas 0,05 dan juga nilai thitung -2,420 > ttabel
1,98827, artinya opini audit memiliki pengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu
LKPD. Pada variabel temuan audit memiliki nilai sig. 0,485, nilai koefisien β bernilai negatif
yaitu – 0,116 dan nilai thitung sebesar -0,702 dengan ttabel sebesar 1,98827. Nilai sig. 0,485 >
probabilitas 0,05, thitung -0,702 < ttabel 1,98827, artinya temuan audit tidak berpengaruh
signifikan secara parsial terhadap ketepatan waktu LKPD. Untuk ukuran pemerintah daerah
memiliki nilai sig. 0,041, thitung -2,078 dan ttabel 1,98827. Nilai sig. 0,041 < probabilitas 0,05,
nilai thitung -2,078 > ttabel 1,98827, artinya ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif
signifikan secara parsial terhadap ketepatan waktu LKPD. Umur pemerintah daerah memiliki
nilai sig. 0,483 dengan koefisien β bernilai positif yaitu 0,022, nilai thitung sebesar 0,705
dengan ttabel sebesar 1,98827. Nilai sig. 0,483 > probabilitas 0,05 dan juga nilai thitung 0,705 <
ttabel 1,98827, artinya umur pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan secara parsial
terhadap ketepatan waktu LKPD.

Pembahasan
Pengaruh opini audit terhadap ketetapatan waktu laporan keuangan pemerintah
daerah

Berdasarkan uji hipotesis pertama menunjukkan nilai sig. 0,018 < probabilitas 0,05
dan juga nilai thitung -2,420 > ttabel 1,98827 dengan nilai koefisien β dari opini audit bernilai
negatif yaitu -5,255. Hal ini menunujukkan bahwa hipotesis 1 ditolak artinya opini audit
memiliki pengaruh negatif terhadap ketepatan waktu LKPD. Hal ini ditunjukkan dari nilai
koefisien β dari opini audit yang bernilai negatif. Semakin baik opini audit yang diberikan
oleh BPK maka akan semakin lama pemerintah dalam menyampaikan LKPD yang membuat
semakin lama juga dalam menghasilkan LHP LKPD sehingga semakin tidak tepat waktu
LKPD. Pada penelitian ini jumlah interval hari yang lebih kecil menggambarkan ketepatan
waktu LKPD sedangkan jumlah interval hari yang lebih besar menunjukkan ketidaktepatan
waktu. Sehingga implikasi dari hasil tersebut adalah semakin baik opini audit maka
menggambarkan pemerintah daerah akan semakin tidak tepat waktu dalam menyajikan
LKPD. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa opini audit memiliki pengaruh
negatif terhadap ketepatan waktu LKPD yang menyatakan hiptesis 1 ditolak.

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena dari hipotesis yang diajukan
menunjukkan bahwa opini audit memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu LKPD.
Tetapi dari hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa opini audit memiliki pengaruh
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negatif terhadap ketepatan waktu LKPD. Implikasi dari hasil tersebut adalah semakin baik
opini audit maka pemerintah akan semakin tidak tepat waktu dalam menyajikan LKPD.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muladi (2014) dan Putri
(2016) yang menyatakan bahwa opini audit memiliki pengaruh negatif terhadap ketepatan
waktu LKPD. Hal itu dikarenakan untuk bisa mendapatkan opini audit yang semakin baik
pemerintah akan melakukan usaha dengan melakukan prosedur tambahan dalam
menindaklanjuti rekomendasi yang ada pada periode sebelumnya, dengan begitu akan
memerlukan tambahan waktu yang diperlukan dalam menyusun LKPD (Azahari & Sulardi,
2021). Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Dewi & Pamudji (2013),
Arifa et al. (2022) dan Saputra & Ariani (2018). Dalam penelitian tersebut menunujukkan
bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.
Pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit WTP menandakan memiliki pengelolaan
keuangan dan sistem pengendalian internal yang bagus, sehingga lebih cepat dalam
menyelesaikan LKPD.

Opini audit WTP merupakan opini audit yang paling baik dalam pendapat yang
diberikan BPK terhadap LKPD. Menurut Mclelland & Giroux (2000) Opini WTP yang
diindikasi adanya kabar bagus pada laporan keuangan dinyatakan seharusnya dapat
melaporkan lebih cepat. Sedangkan menurut Daoud et al. (2014) opini audit WDP atau selain
WTP menandakan adanya kabar buruk yang membuat perlambatan pada laporan keuangan.
Permasalahan yang terjadi dalam hubungan keagenan ini adalah adanya perbedaan
kepentingan yang menyebabkan perbedaan informasi yang diberikan dalam LKPD dengan
yang terjadi sebenarnya.

Pengaruh temuan audit terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah
daerah

Berdasarkan uji hipotesis kedua menunjukkan nilai sig. 0,485 > probabilitas 0,05 dan
juga nilai thitung – 0,702 < ttabel 1,98827 dengan nilai koefisien β dari temuan audit bernilai
negatif yaitu – 0,116. Hal ini menunujukkan bahwa hipotesis 2 ditolak artinya temuan audit
tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu LKPD. Hal ini ditunjukkan dari nilai sig.
> 0,05. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit tidak dapat dijadikan dalam
melihat faktor yang menyebabkan ketepatan waktu pada LKPD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gupitasari (2023),
Lestari (2020), dan Priharjanto & Wardani (2016) yang menyatakan bahwa temuan audit
tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah. Alasan
ditolaknya hipotesis 2 yang menyatakan temuan audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan
waktu LKPD adalah temuan audit yang ada pada LKPD tidak mendorong pemerintah daerah
untuk melakukan perbaikan atas temuan tersebut guna untuk meningkatkan kualitas LKPD
yang artinya rekomendasi dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK terhadap
LKPD tidak sepenuhnya diikuti oleh pemerintah daerah untuk dilakukan perbaikan.

Alasan lain ditolaknya hipotesis ini adalah temuan audit yang diukur dengan jumlah
temuan audit yang terdapat pada LKPD kurang sesuai karena pemerintah daerah cenderung
melihat temuan audit dari nilai temuan (materialitas) bukan dari jumlah yang ditemukan.
Banyaknya jumlah temuan audit atas LKPD belum tentu dapat mewakilkan tingkat
materialitas atau nilai yang tinggi terhadap temuan sehingga diperlukan data nilai atau tingkat
materialitas dari temuan untuk dapat melihat pengaruh temuan audit terhadap ketepatan
waktu LKPD lebih lanjut.
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Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap ketepatan waktu laporan keuangan
pemerintah daerah

Berdasarkan uji hipotesis 3 menunjukkan nilai sig. 0,041 < probabilitas 0,05 dan juga
nilai thitung -2,078 > ttabel 1,98827, hal ini menunujukkan bahwa ukuran pemerintah daerah
memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu. Nilai koefisien β dari ukuran pemerintah
daerah bernilai negatif yaitu – 0,173 artinya semakin besar ukuran pemerintah daerah yang
diproksikan dengan jumlah SKPD maka akan semakin tidak tepat waktu laporan keuangan
pemerintah daerah. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah
daerah memiliki pengaruh negatif terhadap ketepatan waktu LKPD, sehingga hipotesis 3
diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Azahari & Sulardi (2021); Efobi &
Okougbo (2014) menyatakan ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap ketepatan
waktu laporan keuangan. Hal tersebut menyiratkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang
lebih besar akan memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk meningkatkan kualitas dari
kinerja dalam pengelolaan keuangan. Tindakan tersebut dianggap mampu untuk
mempercepat penyusunan laporan keuangan, tetapi yang terjadi sebenarnya akan
memperlambat penyusunan laporan keuangan karena dapat mengurangi waktu yang
dihabiskan disebabkan banyaknya sumber daya yang harus melakukan penyusunan laporan
keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tuntutan dari pihak yang berkepentingan
akan semakin tinggi seiring besarnya suatu entitas yang mengakibatkan keterlambatan
laporan keuangan

Dalam hal teori keagenan pemerintah daerah diwajibkan dalam melakukan
penyusunan LKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan menilai
kinerja pengelolaan keuangan negara sehingga diperlukan sumber daya yang cukup untuk
melakukan pertanggungjawaban dari hubungan antara agen dan prinsipal. Implikasi dari hasil
penelitian ini adalah semakin besar ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan
semakin banyak SKPD maka semakin lama dalam menyajikan dan melaporkan LKPD
kepada BPK yang membuat semakin tidak tepat waktu dalam menghasilkan LHP LKPD oleh
BPK. Dengan banyaknya SKPD pada suatu pemerintah daerah membuat semakin banyak
sumber daya yang ikut dalam menyajikan LKPD sehingga semakin lama waktu yang
diperlukan untuk bisa menyampaikan LKPD kepada BPK terhadap pertanggungjawaban
dalam pengelolaan keuangan negara.

Pengaruh umur pemerintah daerah terhadap ketepatan waktu laporan keuangan
pemerintah daerah

Berdasarkan uji hipotesis 4 menunjukkan nilai sig. 0,483 > probabilitas 0,05 dan juga
nilai thitung 0,705 < ttabel 1,98827 dengan nilai koefisien β dari umur pemerintah daerah
bernilai positif yaitu 0,022. Hal ini menunujukkan bahwa hipotesis 4 ditolak artinya umur
pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu LKPD. Hal ini
ditunjukkan dari nilai sig. > 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Astuti (2007) dan Ifada (2009) yang menyatakan bahwa umur pemerintah
daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah.

Alasan ditolaknya hipotesis 4 yang menyatakan umur pemerintah daerah tidak
berpengaruh terhadap ketepatan waktu LKPD adalah karena ketepatan waktu LKPD tidak
didasarkan kepada pemerintah daerah yang lebih lama dibentuk tetapi lebih cenderung
kepada bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola keuangan negara sebaik mungkin
dengan melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi pada kondisi ekonomi suatu
negara sehingga berdampak kepada kinerja suatu pemerintah daerah.
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Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Taufik & Bandi (2015) dan
Azahari & Sulardi (2021) yang menyatakan umur pemerintah daerah berpengaruh positif
terhadap ketepatan waktu penyampaian LKPD. Semakin tua umur pemerintah daerah maka
akan semakin banyak juga pengalaman yang telah dilalui pemerintah daerah yang akan
membuat kesadaran pentingnya dalam melakukan pengelolaan keuangan dengan laporan
keuangan yang tepat waktu.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Simpulan

Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh opini audit, temuan audit, ukuran
pemerintah daerah, dan umur pemerintah daerah terhadap ketepatan waktu laporan keuangan
pemerintah daerah di Sumatera tahun 2021. Dari 90 sampel pemerintah daerah
Kabupaten/Kota di Sumatera yang dilakukan analisis didapati hasil dengan kesimpulan opini
audit dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu laporan
keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2021 sedangkan temuan
audit dan umur pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap
ketepatanwaktu laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera tahun
2021.

Keterbatasan
Dalam melakukan penelitian keterbatasan yang ada berupa tidak memperoleh secara

lengkap terkait variabel secara keseluruhan pada pemerintah daerah di Sumatera, untuk
variabel temuan audit yang diukur dari jumlah temuan dinyatakan kurang mampu dalam
menjelaskan hasil dari penelitian ini karena pemerintah daerah menggunakan nilai
materialitas dari temuan audit bukan dari jumlah temuan audit. Selain itu, variabel
padampenelitian ini hanya 10,8% dapat menunjukkan pengaruh terhadap ketepatan waktu
LKPD yang sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
Peneliti selanjutnya disarankan untuk mencari data secara lengkap terkait variabel

yang terkait agar sampel lebih banyak lagi. Peneliti yang akan menggunakan variabel temuan
audit diharapkan menggunakan nilai atau tingkat materialitas dari temuan audit tersebut
bukan dari jumlah temuan. Disarankan juga untuk memilih variabel lain agar dapat
menjelaskan lebih dalam dan terperinci terkait variabel yang mempengaruhi ketepatan waktu.
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